
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 
ayat (8), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari 
Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang ... 
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BUPATI MAJALENGKA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24
ayat (8), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari
Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Penge101aan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...



14. Peraturan ... 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5156); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

. tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 2083); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5156);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodeflkasi Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2083);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

14. Peraturan ...



7. Pengguna ... 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah Kabupaten Majalengka. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka selaku 
Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik 
daerah. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Majalengka selaku Pengelola Barang Milik 
Daerah. 

5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang 
berwenang dan bertanggung jawab melakukan 
koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi 
pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat 
pengelola keuangan daerah. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2021 Nomor 3); 

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 22 Tahun 2018 
Tentang Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang 
Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka 
Tahun 2018 Nomor 25); 

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2018 
Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita 
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 
35); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Maja1engka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Maja1engka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Maja1engka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Maja1engka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Maja1engka Tahun 2019 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3
Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Maja1engka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tabun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Maja1engka Nomor 22 Tahun 2018
Tentang Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang
Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maja1engka (Berita Daerah Kabupaten Maja1engka
Tahun 2018 Nomor 25);

17. Peraturan Bupati Maja1engka Nomor 29 Tabun 2018
Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua1 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maja1engka (Berita
Daerah Kabupaten Maja1engka Tahun 2018 Nomor
35);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPENYUSUNAN
RENCANAKEBUTUHANBARANGMILIKDAERAH.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11
Da1am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
ada1ah Kabupaten Maja1engka.

2. Pemerintah Daerah ada1ah Kepa1a Daerah sebagai
un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepa1a Daerah ada1ah Bupati Maja1engka selaku
Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik
daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah
Kabupaten Majalengka selaku Pengelola Barang Milik
Daerah.

5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepa1a Satuan
KeIja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi
pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat
pengelola keuangan daerah.

7. Pengguna ...



21. Pemanfaatan ... 

7. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Majalengka selaku pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

8. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah 
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang 
milik daerah pada Pengguna Barang. 

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

10. Unit kerja adalah bagian Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

11. Pihak lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah 
Kabupaten Majalengka. 

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya 
disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah 
kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya dengan 
sebaik-baiknya. 

13. Pengurus Barang Pengguna yang selanjutnya disebut 
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan 
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus 
barang. 

14. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah 
pengurus barang yang membantu dalam penyiapan 
administrasi maupun teknis penatausahaan barang 
milik daerah pada Pengguna Barang. 

15. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi 
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan 
barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

1 7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

18. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan 
merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah 
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 

19. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pengguna Barang dalam mengelola dan 
menatausahakan barang milik daerah yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersanglrutan. 
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7. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan KeIja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka selaku pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

10. Unit keIja adalah bagian Satuan KeIja Perangkat
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

11. Pihak lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka.

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah
kepala unit keIja atau pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

13. Pengurus Barang Pengguna yang se1anjutnya disebut
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus
barang.

14. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah
pengurus barang yang membantu dalam penyiapan
administrasi maupun teknis penatausahaan barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

15. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan dan mempertanggung jawabkan
barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

18. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah
lalu dengan keadaan yang sedang beIjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

19. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen
perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan barang milik daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPDyang bersangkutan.

21. Pemanfaatan ...



b. membantu ... 

Pasal 4 
Pejabat Penatausahaan Barang, berwenang dan 
bertanggung jawab: 
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 

Bagian Kedua 
Pejabat Penatausahaan Barang 

Pasal 3 
Sekretaris Daerah selaku Pengelola, berwenang dan 
bertanggung jawab : 
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang 

milik daerah; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 

pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah. 

Bagian Kesatu 
Pengelola Barang 

BAB III 
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 2 
(1) Peraturan Bupati rm dimaksudkan untuk 

mengintegrasikan pengelolaan Barang Milik Daerah 
dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkup 
Pemerintah Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan 
pedoman kepada perangkat daerah dalam menyusun 
RKBMD terkait dengan penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran SKPD serta sebagai dasar pelaksanaan 
pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik 
daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan 
tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi barang 
milik daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. 

22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah. 

23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang 
milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan 
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung 
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 
dalam penguasaannya. 
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21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi barang
milik daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah.

23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang
milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk

mengintegrasikan pengelolaan Barang Milik Daerah
dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkup
Pemerlntah Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberlkan
pedoman kepada perangkat daerah dalam menyusun
RKBMD terkait dengan penyusunan Reneana KeIja
dan Anggaran SKPD serta sebagai dasar pelaksanaan
pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

BABIII
KEWENANGANDANTANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Pengelola Barang

Pasal3
Sekretaris Daerah selaku Pengelola, berwenang dan
bertanggung jawab :
a. meneliti dan menyetujui reneana kebutuhan barang

milik daerah;
b. meneliti dan menyetujui reneana kebutuhan

pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah.

Bagian Kedua
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal4
Pejabat Penatausahaan Barang, berwenang dan
bertanggung jawab:
a. membantu meneliti dan memberlkan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rene ana kebutuhan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

b. membantu ...



Bagian ... 

Bagian Kelima 
Pengurus Barang Pengelola 

Pasal 7 
Pengurus Barang Pengelola yaitu pejabat yang 
membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada 
Pejabat Penatausahaan Barang, berwenang dan 
bertanggung jawab : 
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan 

pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana 
kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat 
Penatausahaan Barang; 

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan 
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana 
kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik 
daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; 

c. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi 
administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu 
oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola. 

Pasal 6 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yaitu pejabat 
yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah 
pada Pengguna Barang, berwenang dan bertanggung 
jawab: 
a. menyiapkan dan meneliti rencana kebutuhan dan 

penganggaran barang milik daerah pada Pengguna 
Barang; 

b. membantu meneliti RKBMD yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang. 

Bagian Keempat 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 

Pasal 5 
( 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, berwenang 

dan bertanggung jawab untuk : 
a. Melakukan penelitian atas RKBMD yang 

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai 
bahan RKBMD di SKPD. 

b. mengajukan rencana kebutuhan dan 
penganggaran barang milik daerah bagi SKPD 
yang dipimpinnya dengan benar dan lengkap atas 
usul RKBMD yang disampaikan kepada Pengelola 
Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung 
jawab mengajukan RKBMD untuk unit kerja yang 
dipimpinnya kepada Pengguna Barang. 

Bagian Ketiga 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada 
Pengelola Barang. 
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b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaanj perawatan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang.

Bagian Ketiga
Pengguna Barangj Kuasa Pengguna Barang

Pasal5
(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, berwenang

dan bertanggung jawab untuk :
a. Melakukan penelitian atas RKBMD yang

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagai
bahan RKBMDdi SKPD.

b. mengajukan rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah bagi SKPD
yang dipimpinnya dengan benar dan lengkap atas
usul RKBMDyang disampaikan kepada Pengelola
Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung
jawab mengajukan RKBMD untuk unit kerja yang
dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal6
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yaitu pejabat
yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah
pada Pengguna Barang, berwenang dan bertanggung
jawab:
a. menyiapkan dan meneliti rencana kebutuhan dan

penganggaran barang milik daerah pada Pengguna
Barang;

b. membantu meneliti RKBMD yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kelima
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 7
Pengurus Barang Pengelola yaitu pejabat yang
membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada
Pejabat Penatausahaan Barang, berwenang dan
bertanggung jawab :
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan

pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat
Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan pemeliharaanj perawatan barang milik
daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

c. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi
administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu
oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola.

Bagian ...



(4) Standar ... 

Pasal 11 
( 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

mengacu pada Rencana Kerja SKPD. 
(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kecuali 
untuk penghapusan, berpedoman pada: 
a. standar barang, 
b. standar kebutuhan; dan/ atau 
c. standar harga. 

(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan 
sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik 
daerah dalam perencanaan kebutuhan. 

Pasal 10 
( 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja 
SKPD ditetapkan. 

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam 
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan 
baru ( new initiative) dan angka dasar ( baseline) serta 
penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

Pasal 9 
(1) Perencanaan kebutuhan barang rnilik daerah disusun 

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan 
tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang 
rnilik daerah yang ada. 

(2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik 
daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/ atau 
Pengguna Barang. 

(3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) harus dapat 
mencerminkan kebutuhan rill barang milik daerah 
pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam 
penyusunan RKBMD. 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

BAB IV 
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 

Pasal 8 
Pengurus Barang Pengguna/ Pembantu Pengurus Barang 
Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab : 
a. membantu menyiapkan dokumen RKBMD pada 

Pengguna Barang; 
b. membantu meneliti atas RKBMD yang disampaikan 

oleh Kuasa Pengguna Barang. 

Bagian Keenam 
Pengurus Barang Pengguna/ Pembantu Pengurus Barang 

Pengguna 
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Bagian Keenam
Pengurus Barang Penggunaf Pembantu Pengurus Barang

Pengguna

Pasal8
Pengurus Barang Penggunaf Pembantu Pengurus Barang
Pengguna, berwenang dan bertanggungjawab :
a. membantu menyiapkan dokumen RKBMD pada
Pengguna Barang;

b. membantu meneliti atas RKBMD yang disampaikan
oleh Kuasa Pengguna Barang.

BABIV
PERENCANAANKEBUTUHANBARANGMILIKDAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal9
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang
milik daerah yang ada.

(2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik
daerah yang ada pada Pengelola Barang danf atau
Pengguna Barang.

(3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat
mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah
pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam
penyusunan RKBMD.

Pasall0
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah

dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja
SKPDditetapkan.

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat
(1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan rencana keIja dan anggaran.

Pasal 11
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah

mengacu pada Rencana Kerja SKPD.
(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (1), kecuali
untuk penghapusan, berpedoman pada:
a. standar barang,
b. standar kebutuhan; danf atau
c. standar harga.

(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan
sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik
daerah dalam perencanaan kebutuhan.

(4)Standar ...



dan Tim 
(5) dapat 
Pemerintah 

Pasal 14 
( 1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang 

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di 
lingkungan SKPD yang dipimpinnya. 

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada 
Pengelola Barang. 

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan 
RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan 
data barang pada Pengguna Barang dan/atau 
Pengelola Barang. 

(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/ atau 
Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) antara lain: 
a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; 
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; 
c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; 
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; 
e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; 
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; 
g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; 

dan 
h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan. 

(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat 
Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola 
dan Tim. 

(6) Pejabat Penatausahaan Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
merupakan anggota Tim Anggaran 
Daerah. 

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan dasar penyusunan RKBMD. 

Pasal 15 ... 9 

Pasal 13 
Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang 
mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah 
mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. 

(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang 
yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan 
pengadaan dan penggunaan barang milik daerah 
dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
pada SKPD. 

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai 
acuan pengadaan barang milik daerah dalam 
perencanaan kebutuhan. 

(6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar 
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) 
dan ayat (5) yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 12 
(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempedomani 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf 
a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan 
dinas teknis terkait. 
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dan Tim
(5) dapat
Pemerintah
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(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b ada1ah satuan jumlah barang
yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan
pengadaan dan penggunaan barang milik daerah
da1am perencanaan kebutuhan barang milik daerah
pada SKPD.

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c ada1ah besaran harga yang ditetapkan sebagai
acuan pengadaan barang milik daerah da1am
perencanaan kebutuhan.

(6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5)yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasa112
(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud

da1am Pasa1 11 ayat (2) huruf b mempedomani
peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan
sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 11 ayat (2) huruf
a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan
dinas teknis terkait.

Pasa113
Pengguna Barang dan Iatau Kuasa Pengguna Barang
mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah
mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.

Pasa114
(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMDyang

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di
lingkungan SKPDyang dipimpinnya.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengelola Barang.

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan
RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan
data barang pada Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang.

(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau
Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)antara lain:
a. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
g. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran;

dan
h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.

(5) Pengelola Barang da1am melakukan penelaahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat
Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola
dan Tim.

(6) Pejabat Penatausahaan Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat
merupakan anggota Tim Anggaran
Daerah.

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan dasar penyusunan RKBMD.

Pasa1 15 ... 9



Bagian ... 10 

Pasal 17 
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

meliputi: 
a. perencanaan pengadaan barang milik daerah; 
b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah; 
c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah; 
d. perencanaan pemindahtanganan barang milik 

daerah; dan 
e. perencanaan penghapusan barang milik daerah. 

(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan. 

(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan. 

(4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan. 

(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pemindahtanganan. 

(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan. 

Bagian Kedua 
Lingkup Perencanaan Kebutuhan 

Barang Milik Daerah 

Pasal 16 
( 1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak 

dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ atau 
Kuasa Pengguna Barang terhadap : 
a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi 

rusak berat; 
b. barang milik daerah yang sedang dalam status 

penggunaan sementara; 
c. barang milik daerah yang sedang dalam status 

untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/ atau 
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek 

pemanfaatan. 
(2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan 
sementara barang milik daerah. 

(3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d tidak 
termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai 
dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. 

Pasal 15 
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang 
digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 
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Pasal15
RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang
digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pasal16
(1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak

dapat diusulkan oleh Pengguna Barang dan Iatau
Kuasa Pengguna Barang terhadap :
a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi
rusak berat;

b. barang milik daerah yang sedang dalam status
penggunaan sementara;

c. barang milik daerah yang sedang dalam status
untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan Iatau

d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek
pemanfaatan.

(2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan
sementara barang milik daerah.

(3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak
termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai
dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan

Barang MilikDaerah

Pasal17
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah

meliputi:
a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;
b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
d. perencanaan pemindahtanganan barang milik

daerah; dan
e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.

(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dituangkan dalam dokumen RKBMDPengadaan.

(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dituangkan dalam dokumen RKBMDPemeliharaan.

(4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dituangkan dalam dokumen RKBMDPemanfaatan.

(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dituangkan dalam dokumen RKBMD
Pemindahtanganan.

(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dituangkan dalam dokumen RKBMDPenghapusan.

Bagian ... 10



Pasal 20 
( 1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan 

RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang. 

(2) Kuasa . . . 11 

Pasal 19 
( 1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan 

RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei. 

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna 
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna 
untuk melakukan review terhadap kebenaran dan 
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan. 

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
untuk memastikan kebenaran data masukan (input) 
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang 
sekurang-kurangnya mempertimbangkan : 
a. kesesuaian program perencanaan dan standar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
dan ayat (2); dan 

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan 
Pengguna Barang. 

(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan 
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh 
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD 
Pengadaan barang milik daerah pada tingkat 
Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat 
informasi: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Barang; 
c. program; 
d. kegiatan; 
e. data daftar barang pada Pengguna Barang 

dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna 
Barang; dan 

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang 
disetujui. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang 

Pasal 18 
( 1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 

Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa 
Pengguna Barang yang dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan 
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Pengguna Barang selarnbat-lambatnya 
minggu kedua bulan Mei. 
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Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKBMDPengadaan
Barang MilikDaerah Pada Pengguna Barang

Pasal18
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD

Pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa
Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan
RKBMDPengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya
minggu kedua bulan MeL

Pasal19
(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan

RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2)pada minggu ketiga bulan MeL

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna
untuk melakukan review terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMDPengadaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
untuk memastikan kebenaran data masukan (input)
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang
sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
a. kesesuaian program perencanaan dan standar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dan ayat (2); dan

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan
Pengguna Barang.

(4) HasH penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD
Pengadaan barang milik daerah pada tingkat
Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat
informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang

dan/ atau daftar barang pada Kuasa Pengguna
Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.

Pasal20
(1) HasH penelaahan Pengguna Barang atas usulan

RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (4)ditandatangani Pengguna Barang.

(2)Kuasa ... 11



Pasal 23 
( 1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan 

RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang. 

(2) Kuasa ... 12 

Pasal 22 
( 1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan 

RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei. 

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan 
usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang Pengguna untuk melakukan penelitian 
terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
pemeliharaan. 

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan 
untuk memastikan kebenaran data masukan (input) 
penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang­ 
kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa 
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai 
barang yang dipelihara. 

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam 
menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 
tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya 
memuat informasi: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Barang; 
c. nama barang yang dipelihara; 
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 
e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang 

disetujui. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD 
Pengadaan barang milik daerah berdasarkan basil 
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling 
lambat minggu keempat bulan Mei. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang 

Pasal 21 
( 1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 

Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan 
Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan 
RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya 
minggu kedua bulan Mei. 
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(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD
Pengadaan barang mHik daerah berdasarkan hasH
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling
lambat minggu keempat bulan MeL

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan RKBMDPemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal21
(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD

Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan
Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan
RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-Iambatnya
minggu kedua bulan MeL

Pasal22
(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan

RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) pada minggu ketiga bulan MeL

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan
usulan RKBMDPemeliharaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat
Penata1.lsahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna untuk melakukan penelitian
terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
pemeliharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
untuk memastikan kebenaran data masukan (input)
penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-
kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai
barang yang dipelihara.

(4) HasH penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam
menyusun RKBMDPemeliharaan barang milik daerah
tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya
memuat informasi:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang

disetujuL

Pasal23
(1) HasH penelaahan Pengguna Barang atas usulan

RKBMDPemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.

(2)Kuasa ... 12



(4) Dalam ... 13 

Bagian Kelima 
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Pasal 25 
( 1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik 

daerah dilakukan terhadap : 
a. relevansi program dengan rencana keluaran 

( output) Pengguna Barang; 
b. optimalisasi penggunaan barang milik daerah 

yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. efektivitas penggunaan barang milik daerah yang 

berada pada Pengguna Barang telah sesuai 
peruntukannya dalam rangka menunjang tugas 
dan fungsi SKPD. 

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sekurang-kurangnya memperhatikan: 
a. Kesesuaian program perencanaan dan standar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
dan ayat (2); dan 

b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (4). 

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD 
Pengadaan barang milik daerah yang sekurang­ 
kurangnya memuat: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Barang; 
c. program; 
d. kegiatan; 
e. data daftar barang pada Pengguna Barang 

dan/atau daftar barang pada Kuasa Pengguna 
Barang; dan 

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang 
disetujui. 

Pasal 24 
( 1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan 

dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(2) dan Pasal 23 ayat (2) untuk disampaikan kepada 
Pengelola Barang. 

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi surat pengantar RKBMD yang 
ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(4). 

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD 
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan 
Juni. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD 
Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil 
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling 
lambat minggu keempat bulan Mei. 
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(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling
lambat minggu keempat bulan MeL

Pasal24
(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan

dan RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) dan Pasal 23 ayat (2) untuk disampaikan kepada
Pengelola Barang.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi surat pengantar RKBMD yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(4).

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan
Juni.

Bagian Kelima
Tata Cara Penelaahan RKBMDPengadaan

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal25
(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik

daerah dilakukan terhadap :
a. relevansi program dengan rencana keluaran

(output) Pengguna Barang;
b. optimalisasi penggunaan barang milik daerah

yang berada pada Pengguna Barang; dan
c. efektivitas penggunaan barang milik daerah yang

berada pada Pengguna Barang telah sesuai
peruntukannya dalam rangka menunjang tugas
dan fungsi SKPD.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memperhatikan:
a. Kesesuaian program perencanaan dan standar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dan ayat (2); dan

b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (4).

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD
Pengadaan barang milik daerah yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. program;
d. kegiatan;
e. data daftar barang pada Pengguna Barang

dan Iatau daftar barang pada Kuasa Pengguna
Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang
disetujui.

(4)Dalam ... 13



Pasal 28 ... 14 

Pasal 27 
( 1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik 

daerah dilakukan untuk melakukan telaahan 
terhadap data barang milik daerah yang diusulkan 
rencana pemeliharaannya. 

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang 
pada Pengguna Barang yang memuat infonnasi 
mengenai status barang dan kondisi barang. 

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD 
Pemeliharaan barang milik daerah yang sekurang­ 
kurangnya memuat: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Barang; 
c. nama barang yang dipelihara; 
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 
e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang 

disetujui. 
(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola 
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 
Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Tim untuk 
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap 
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-larnbatnya 
minggu kedua bulan Juni. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Pasal 26 
( 1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik 

daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola 
Barang. 

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan 
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan 
Juni. 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola 
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 
Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Tim untuk 
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap 
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 
minggu kedua bulan Juni. 
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(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan
Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Tim untuk
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pengadaan yang dilaksanakan selambat-Iambatnya
minggu kedua bulan Juni.

Pasal26
(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik

daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola
Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) RKBMDPengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan
Juni.

Bagian Keenam
Tata Cara Penelaahan RKBMDPemeliharaan
Barang MilikDaerah Pada Pengelola Barang

Pasal27
(1) Penelaahan atas RKBMDPemeliharaan barang milik

daerah dilakukan untuk melakukan telaahan
terhadap data barang milik daerah yang diusulkan
rencana pemeliharaannya.

(2) Penelaahan atas RKBMDPemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang
pada Pengguna Barang yang memuat informasi
mengenai status barang dan kondisi barang.

(3) Penelaahan atas RKBMDPemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;
c. nama barang yang dipelihara;
d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang

disetujui.
(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan
Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Tim untuk
menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya
minggu kedua bulan Juni.

Pasal28 ... 14



Pasal 31 
( 1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD 

terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan 
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan 
penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam 
rangka rencana pengadaan dan/atau rencana 
pemeliharaan barang milik daerah dilakukan 
berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala 
besar. 

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) harus dilaporkan oleh 
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan 
dan/ atau RKBMD tahun berikutnya. 

(4) Laporan ... 15 

Bagian Kedelapan 
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat 

Pasal 30 
( 1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan 

RKBMD. 
(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan sebelurn penyusunan Perubahan APBD. 
(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan 
RKBMD. 

Pasal 29 
( 1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang 

milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat 
(3) ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah 
oleh Pengelola Barang. 

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
paling lambat minggu keempat bulan Juni. 

Bagian Ketujuh 
Penyusunan Perubahan RKBMD 

Pasal 28 
( 1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang 

milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditandatangani oleh 
Pengelola Barang. 

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan 
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan 
Juni. 
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Pasal28
(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang

milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditandatangani oleh
Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan
Juni.

Pasal29
(1) RKBMDPengadaan dan RKBMDPemeliharaan barang

milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat
(3) ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah
oleh Pengelola Barang.

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal30
(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan

RKBMD.
(2) Perubahan RKBMDsebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.
(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan
RKBMD.

Bagian Kedelapan
Penyusunan RKBMDUntuk Kondisi Darurat

Pasal31
(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD

terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan
penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam
rangka rencana pengadaan dan/atau rencana
pemeliharaan barang milik daerah dilakukan
berdasarkan mekanisme penganggaran seSUaI
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala
besar.

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan
dan/ atau RKBMDtahun berikutnya.

(4)Laporan ... 15



PENA NURBAHAR 

~=~ ALA BAGIAN HUKUM 
ARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, 

Diundangkan di Majalengka 
pada tanggal 30 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MAJALENGKA, 

ttd 
EMAN SUHERMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 59 

Ditetapkan di Majalengka 
pada tanggal 30 Desember 2022 

BUPATI MAJALENGKA, 

ttd 

KARNA SOBAHI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Majalengka. 

Pasal 33 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 
Format penyusunan RKBMD sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan 
pertimbangan tarnbahan dalam penelaahan atas 
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang 
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran 
berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran 
berikutnya. 
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(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan
pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran
berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran
berikutnya.

BABV
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal32
Format penyusunan RKBMD sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal33
Peraturan Bupati lnl mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd
EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN 2022 NOMOR 59

KEPALABAGIANHUKUM
~:~ ~UPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003



Nip . 

Majalengka, . 
Kepala .. 
Selaku Pengguna Barang 

Usulan BMD Kebutuban Barang yang ada di lnventaris Barang Kebutuban Riil Ket 
Kuasa Pengguna Barang/ Program/ Kode Maksimal BMD 

No. Kegiatan/ Output Rekening Kode Nama Kode Jumlah Satuan 
Belanja Barang Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Barang Nama Barang Jumlah Satuan ( 8 - 12 

) 

(I) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (IS) (16) 
I. Kuasa Penazuna Barang ..... 

A. Program ..... 
I). Keziatan ..... 

Cutout ..... 
2). Keaiatan ..... 

Cutout. .... 
8. Program ..... 

1). Kegiatan ..... 
Outnut.. ... 

2). Ost. 
2. Kuasa Penzzuna Baranz ..... 

A. Program ..... 
I). Keziatan ..... 

Output. .... 
2). Ost. I 

PROVINS! : JA WA BARA T 
KABUPATEN : MAJALENGKA 

A. FORMAT US ULAN RKBMD PENGADAAN 

US ULAN REN CANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD) P ADA PENGGUNA BARANG 
(RENCANA PENGADAAN) 

BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR/ BA GIAN .. 

TAHUN ........ 

PERATURANBUPATIMAJALENGKA 
NOMOR 58 TAHUN 2022 
TANGGAL: 30 DESEMBER 2022 
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH. 

LAMPI RAN 
- 16 - 

LAMPlRAN
- 16 -

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TANGGAL: 30 DESEMBER 2022
TENTANG: PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

A. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD ) PADA PENGGUNA BARANG

(RENCANA PENGADAAN)

BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR! BAGIAN .

TAHUN .

PROVINSI : JAWA BARA T
KABUPATEN : MAJALENGKA

UsulanBMD
Kebutuhan Barang yang ada di Inventaris Barang Kebutuhan Riil

Ket
Kode Maksimal BMD

No.
Kuasa Pengguna Barang! Program! Rekening Jumlah SatuanKegiatan/ Output Kode Nama Kode

Belanja Barang Barang
Jumlah Satuan Jumlah Satuan Barang Nama Barang Jumlah Satuan ( 8 - 12

)

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (II) (12) (13) (14) (15) (16)
1. Kuasa Pengguna Barang .....

A. Program .....
I). Kegiatan .....

Output. ....
2). Kegiatan .....

Output. ....
B. Program .....

1). Kegiatan .....
Output.. ...

2). Dst.
2. Kuasa Pengguna Barang .....

A. Program .....
1). Kegiatan .....

Output.. ...
2). Dst.

Majalengka, .
Kepala .
Selaku Pengguna Barang

Nip .



Petunjuk Pengisian : 

(1). Diisi Nomor Urut. 

(2). Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang/ Program/ Kegiatan/ Output berdasarkan rencana kerja SKPD. 

(3). Diisi Kode Rekening Belanja. 

( 4). Diisi Kode Barang berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku. 

(5). Diisi Nama Barang sesuai kode pada kolom ( 4) berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku. 

( 6). Diisi Kuantitas barang yang diusulkan. 

(7). Diisi Satuan Barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2); unit; buah; set dan sebagainya. 

(8). Diisi Jumlah BMD yang seharusnya ada, Misal sesuai jumlah pegawai yang membutuhlan. 

(9). Diisi panjang (m), luas (m2); unit; buah; set dan sebagainya. 

(10). Diisi Kode Barangyang ada di Inventaris Barang. 

(11). Diisi Nama Barang yang ada di daftar Inventaris Barang. 

(12). Diisi Kuantitas Barang yang ada di daftar Inventaris Barang. 

(13). Diisi panjang (m), luas (m2); unit; buah; set dan sebagainya. 

(14). Diisi Kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan yaitu jumlah Maksimal di kurangi barangyang ada. 

(15). Diisi Satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(16). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. 

- 17 - - 17 -

Petunjuk Pengisian :

(1). Diisi Nomor Urut.

(2). Diisi Nama Kuasa Pengguna Barangj Programj Kegiatanj Output berdasarkan rencana kerja SKPD.

(3). Diisi Kode Rekening Belanja.

(4). Diisi Kode Barang berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMDyang berlaku.

(5). Diisi Nama Barang sesuai kode pada kolom (4) berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMDyang berlaku.

(6). Diisi Kuantitas barang yang diusulkan.

(7). Diisi Satuan Barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
); unit; buah; set dan sebagainya.

(8). Diisi Jumlah BMDyang seharusnya ada, Misal sesuai jumlah pegawai yang membutuhlan.

(9). Diisi panjang (m), luas (m2
); unit; buah; set dan sebagainya.

(10). Diisi Kode Barang yang ada di Inventaris Barang.

(11). Diisi Nama Barang yang ada di daftar Inventaris Barang.

(12). Diisi Kuantitas Barang yang ada di daftar Inventaris Barang.

(13). Diisi panjang (m), luas (m2
); unit; buah; set dan sebagainya.

(14). Diisi Kuantitas kebutuhan riB yang dibutuhkan yaitu jumlah Maksimal di kurangi barang yang ada.

(15). Diisi Satuan kebutuhan riB yang dibutuhkan.

(16). Diisi keterangan danjatau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.



Nip . 

Majalengka, . 
KepaJa .. 
Selaku Pengguna Barang 

Baranff yang Usulan Kebutuhan 
Kode Rekening Dine 'hara Pemeliharaan 

No. Program/ Kegiatan/ Output Belanja Kode Barang NamaBarang Jumlah Satuan Status Kondisi Barang Nama 
I.Jumlall Satuan Ket 

Barang B RR RB Pemeliharaan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1. Kuasa Penezuna Barang ..... 

A.Program ..... 
1 Keglatan ..... 

Output ..... 
2 Kegiatan ..... 

Output ..... 
B. Program ..... 

1 Keglatan ..... 
Output ..... 

2 Keglatan ..... 
Output ..... 

3 Ost 

2. Kuasa Pengguna Barang ..... 
A.Program ..... 

1 Keglatan ..... 
Output ..... 

2 Keglatan ..... 
Output ..... 

3 Ost 

: JAWABARAT 
: MAJALENGKA 

PROVINS! 
KABUPATEN 

B. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN 

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD )P ADA PENGGUNA BARANG 
(RENCANA PEMELIHARAAN) 

BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR/ BAGIAN . 
TAHUN ...... 

- 18 - - 18 -
B. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD )PADA PENGGUNA BARANG
(RENCANA PEMELIHARAAN)

BADANI DINASI KECAMA TANI KANTOR! BAGIAN .
TAHUN .

PROVINSI
KABUPATEN

JAWABARAT
MAJALENGKA

Barang yang Usulan Kebutuhan
Kode Rekening Dioelihara Pemeliharaan

No. Program! Kegiatan/ Output Belanja Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan
Status Kondisi Barang Nama

Jumlah Satuan Ket
Barang B RR RB Pemeliharaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1. Kuasa Pengguna Barang .....
A.Program .....

1 Kegiatan .....
Output .....

2 Kegiatan .....
Output .....

B.Program .....
1 Kegiatan .....

Output .....
2 Kegiatan .....

Output .....
3 Dst

2. Kuasa Pengguna Barang .....
A.Program .....

1 Kegiatan .....
Output .....

2 Kegiatan .....
Output.. ...

3 Dst
Majalengka, .
Kepala .
Selaku Pengguna Barang

Nip .



Petunjuk Pengisian: 

(1). Diisi Nomor Urut. 

(2). Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ Program/ Kegiatan/ Output berdasarkan Rencana Kerja SKPD. 

(3). Diisi Kode Rekening Belanja. 

( 4 ). Diisi Kode Barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi B~ yang berlaku. 

(5). Diisi Nama Barang yang dipelihara sesuai pada kolom ( 4) berdasarkan kodefikasi B~ yang berlaku. 

(6). Diisi Kuantitas Barang yang dipelihara. 

(7). Diisi Satuan Barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set dan sebagainya. 

(8). Diisi Status B~ yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri (Hak Milik/HM) atau Pin jam Pakai (PP). 

(9). Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 

(10). Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 

(11 ). Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 

(12). Diisi uraian nama pemeliharaan Misalnya Rutin, Berkala, dan sebagainya. 

(13). Diisi Kuantitas Barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 

(14). Diisi Satuan Barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set dan 
sebagainya. 

( 15). Diisi keterangan clan/a tau infonnasi pen ting lainnya yang perlu diungkapkan. 

- 19 - - 19 -
Petunjuk Pengisian:

(I). Diisi Nomor Urut.

(2). Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/ Program! Kegiatan/ Output berdasarkan Rencana Kerja SKPD.
(3). Diisi Kode Rekening Belanja.

(4). Diisi Kode Barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan & kodeftkasi BMD yang berlaku.

(5). Diisi Nama Barang yang dipelihara sesuai pada kolom (4) berdasarkan kodefikasi BMD yang berlaku.
(6). Diisi Kuantitas Barang yang dipelihara.

(7). Diisi Satuan Barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set dan sebagainya.

(8). Diisi Status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri (Hak MilikIHM) atau Pinjam Pakai (PP).
(9). Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B).

(10). Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

(II). Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB).

(12). Diisi uraian nama pemeliharaan Misalnya Rutin, Berkala, dan sebagainya.

(13). Diisi Kuantitas Barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

(14). Diisi Satuan Barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set dan
sebagainya.

(15). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkapkan.



Nip . 

Majalengka, . 
Kepala . 
Selaku Pengguna Barang 

No Tahun Harga Spesifikasi Kondisi Harang No. Nama Barang Kode Barang Perolehan Ket Register Perolehan (Rp.) Barang/ Lokasi 
B RR RB 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (IO) (11) 

A. Sewa 
.......................... 

B. Pinjam Pakai 
. ......................... 

c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) 

·························· 
D. Bangun Guna Serah (BOS) 

·························· E. Bangun Serah Guna (BSG) 

·························· 
F. Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur (KSPI) 

. ......................... 

: JAWABARAT 

: MAJALENGKA 

PROVINS! 

KABUPATEN 

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD )P ADA PENGGUNA BARANG 
(RENCANA PEMANFAATAN) 

BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR/ BAGIAN . 

TAHUN ....... 

C. FORMATUSULANRKB:MDPEMANFAATAN 

- 20 - - 20-

C. FORMATUSULANRKBMDPEMANFAATAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD )PADA PENGGUNA BARANG

(RENCANA PEMANFAATAN)

BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR! BAGIAN .

TAHUN .

PROVINSI

KABUPATEN

: JAWABARAT

: MAJALENGKA

No Tahun Harga Spesifikasi Kondisi Barang
No. NarnaBarang Kode Barang Perolehan KetRegister Perolehan (Rp.) Barang/ Lokasi

B RR RB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A. Sewa
..........................

B. Pinjarn Pakai
..........................

C. Kerja Sarna Pemanfaatan (KSP)
..........................

D. Bangun Guna Serah (BGS)
. .........................

E. Bangun Serah Guna (BSG)
. .........................

F. Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
. .........................

Majalengka, .
Kepala .
Selaku Pengguna Barang

Nip .



Petunjuk Pengisian: 

(1). Diisi Nomor Urut. 

(2). Diisi Nama Barang yang (A) Sewakan/ (H) Pinjam Pakai/ (C) Kerja Sama Pemanfaatan/ (D) Bangun Ouna Serah/ (E) Bangun Serah Ouna/ (F) Kerja 

Sama Penyediaan. 

(3). Diisi Kode Harang yang rencana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang. 

(4). Diisi Nomor Register barang yang rencana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang. 

(5). Diisi Tahun Perolehan barang yang rencana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang. 

(6). Diisi Harga Perolehan barang yang rencana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang. 

(7). Diisi Spesifikasi barang yang rencana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang. 

(8). Diisi Kondisi Harang yang rencana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang, jika Baik maka (B). 

(9). Diisi Kondisi Barang yang rencana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Ringan maka (RR). 

(10). Diisi Kondisi Barang yang rencana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Berat atau tidak bisa digunakan maka (RB). 

( 11 ). Diisi keterangan dan/atau infonnasi penting lainnya yang perlu diungkapkan. 

- 21 - - 21 -

Petunjuk Pengisian:

(1). Diisi Nomor Urut.

(2). Diisi Nama Barang yang (A) Sewakan/ (B) Pinjarn Palmi! (C) Kerja Sarna Pemanfaatan/ (D) Bangun Guna Serah/ (E) Bangun Serah Guna! (F) Kerja

Sarna Penyediaan.

(3). Diisi Kode Barang yang reneana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang.

(4). Diisi Nomor Register barang yang reneana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang.

(5). Diisi Tahun Perolehan barang yang reneana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang.

(6). Diisi Harga Perolehan barang yang reneana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang.

(7). Diisi Spesifikasi barang yang reneana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang.

(8). Diisi Kondisi Barang yang reneana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang, jika Baik maka (B).

(9). Diisi Kondisi Barang yang reneana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Ringan maka (RR).

(10). Diisi Kondisi Barang yang reneana pemanfaatan sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Berat atau tidak bisa digunakan maka (RB).

(11). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkapkan.



Nip . 

Majalengka, . 
Kepala . 
Selaku Pengguna Barang 

Harga Nilai Kondisi 
Kode No Spesifikasi Tahun Akumulasi Nilai Buku Baran, No. NamaBarang Barang Register I Lokasi Perolehan Perolehan Penyusutan (7-8) (Rp.) Ket 

(Rp.) (n-I) (Rp.) B RR RB 
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (IO) ( 11) (12) (13) 

A. Penjulan 

··························· 
B. Tukar-menukar 

··························· c. Hi bah 

··························· 
D Penyertaan modal pemerintah daerah 

........................... 

: JAWABARAT 

: MAJALENGKA 
PROVINS! 
KABUPATEN 

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD )P ADA PENGGUNA BARANG 

(RENCANA PEMINDAHTANGANAN) 
BADAN/ DINAS/ KECAMATAN/ KANTOR/ BAGIAN . 

TAHUN . 

D. FORMATUSULANRKBMDPEMINDAHTANGANAN 

- 22 - - 22 -

D. FORMAT USULAN RKBMD PEMINDAHTANGANAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD )PADA PENGGUNA BARANG

(RENCANA PEMINDAHTANGANAN)

BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR! BAGIAN .

TAHUN .

PROVINSI

KABUPATEN

: JAWABARAT

: MAJALENGKA

Harga Nilai Kondisi
Kode No Spesifikasi Tahoo Akumulasi Nilai Buku Baran

No. Nama Barang Barang Register / Lokasi Perolehan Perolehan Penyusutan (7-8) (Rp.) Ket
(Rp.) (n-I) (Rp.) B RR RB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13)

A. Penjulan
. ..........................

B. Tukar-menukar
...........................

C. Hibah
. ..........................

D Penyertaan modal pemerintah daerah
...........................

Majalengka, .
Kepala .
Selaku Pengguna Barang

Nip .



Petunjuk Pengisian: 

(1). Diisi Nomor Urut. 

(2). Diisi Nama Barang yang akan direncanakan penjualan/ tukar-menukar/ dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah. 

(3). Diisi Kode Barang yang rencana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang. 

(4). Diisi Nomor Register barang yang direncanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang. 

(5). Diisi Spesifikasi barang yang direncanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang. 

(6). Diisi tahun perolehan barang yang direncanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang. 

(7). Diisi Harga Perolehan barang yang direncanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang. 

(8). Diisi nilai akumulasi penyusutan barang yang direncanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang, (n-1 = nilai satu tahun sebelum tahun 

pelaporan ). 

(9). Diisi nilai buku barang yang rencana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan). 

( 10). Diisi Kondisi Barang yang rencana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang, jika Baile maka (B). 

(11). Diisi Kondisi Barang yang rencana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang,jika Rusak Ringan maka (RR). 

(12). Diisi Kondisi Barang yang rencana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang,jilca Rusak Berat atau tidak bisa digunakan maka (RB). 

(13). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkapkan. 
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Petunjuk Pengisian:

(1). Diisi Nomor Urut.

(2). Diisi Nama Barang yang akan direneanakan penjualan/ tukar-menukar/ dihibahkan/ penyertaan modal pemerintah daerah.

(3). Diisi Kode Barang yang reneana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang.

(4). Diisi Nomor Register barang yang direneanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang.

(5). Diisi Spesifikasi barang yang direneanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang.

(6). Diisi tahun perolehan barang yang direneanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang.

(7). Diisi Harga Perolehan barang yang direneanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang.

(8). Diisi nilai akumulasi penyusutan barang yang direneanakan pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang, (n-l = nilai satu tahun sebelum tahun

pelaporan ).

(9). Diisi nilai buku barang yang reneana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan).

(10). Diisi Kondisi Barang yang reneana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang,jika Baik maka (B).

(11). Diisi Kondisi Barang yang reneana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Ringan maka (RR).

(12). Diisi Kondisi Barang yang reneana pemindahtanganan sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Berat atau tidak bisa digunakan maka (RB).

(13). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkapkan.



Nip . 

Majalengka, . 
Kepala . 
Selaku Pengguna Barang 

Kode No Spesifikasi Tahun Harga Akumulasi Nilai Nilai 
No. Nama Barang Barang Register Barang/ Perolehan Perolehan Penyusutan Buku Keterangan 

Lokasi fRp.) (Rp.) (Rp.) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) {10) 

A. Penverahan BMD 
.................... 

B. Pengalihan status nenzzunaan BMD 
. ................... 

c. Pemindahtanganan BMD 
···················· 

B. Pemusnahan BMD 
.................... 

c. Menialankan ketentuan undang-undang 
···················· 

D. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya 
hukum lainnya 

···················· 
E. Sebab Lain 

. ................... 

: JAWABARAT 
: MAJALENGKA 

PROVINS I 
KABUPATEN 

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK. DAERAH ( RKBMD )P ADA PENGGUNA BARANG 
(RENCANA PENGHAPUSAN) 

BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR/ BA GIAN . 
TAHUN . 

E. FORMAT US ULAN RKBMD PENGHAPUSAN 
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E. FORMAT USULAN RKBMD PENGHAPUSAN

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH ( RKBMD )PADA PENGGUNA BARANG
(RENCANA PENGHAPUSAN)

BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR! BAGIAN .
TAHUN .

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWABARAT
: MAJALENGKA

Kode No
Spesifikasi Tahun Harga Akumulasi Nilai Nilai

No. Nama Barang Barang Register Barang / Perolehan Perolehan Penyusutan Buku Keterangan
Lokasi [Rp.l [Rp.l [Rp.l

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A. Penyerahan BMD
....................

B. Pengalihan status penggunaan BMD
....................

C. Pemindahtanganan BMD
....................

B. Pemusnahan BMD
....................

C. Menialankan ketentuan undang-undang
....................

D. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya
....................

E. Sebab Lain
....................

Majalengka, .
Kepala .
Selaku Pengguna Barang

Nip .



Petunjuk Pengisian: 

(1). Diisi Nomor Urut. 

(2). Diisi Nama Barang yang akan direncanakan penghapusan, yaitu penghapusan dari daftar barang dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan 

Pengguna Barang. diantaranya : 

a. Penyerahan BMD. 

b. Pengalihan status penggunaan BMD, misalnya karena ada permutasian BMD. 

c. Pemindahtanganan BMD, misalnya penjualan, tukar-menukar, dihibahkan, penyertaan modal. 

d. Pemusnahan BMD. 

c. Menjalankan ketentuan undang-undang. 

f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 

g. Penghapusan karena sebab lain, yaitu sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena 

kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure) 

(3). Diisi Kode Barang yang rencana penghapusan sesuai data di inventaris barang. 

(4). Diisi Nomor Register barang yang direncanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang. 

(5). Diisi Spesifikasi atau lokasi barang yang direncanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang. 

(6). Diisi tahun perolehan barang yang direncanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang. 

(7). Diisi Harga Perolehan barang yang direncanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang. 

(8). Diisi nilai akumulasi penyusutan barang yang direncanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang, (n-1 = nilai satu tahun sebelum tahun pelaporan ). 

(9). Diisi nilai buku barang yang rencana penghapusan sesuai data di inventaris barang (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan). 

( 10). Diisi Kondisi Barang yang rencana penghapusan sesuai data di inventaris barang, jika Baik maka (B). 
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Petunjuk Pengisian:

(1). Diisi Nomor Urut.

(2). Diisi Nama Barang yang akan direncanakan penghapusan, yaitu penghapusan dari daftar barang dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengguna Barang. diantaranya :

a. Penyerahan BMD.

b. Pengalihan status penggunaan BMD, misalnya karena ada permutasian BMD.

c. Pemindahtanganan BMD, misalnya penjualan, tukar-menukar, dihibahkan, penyertaan modal.

d. Pemusnahan BMD.

e. Menjalankan ketentuan undang-undang.

f. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

g. Penghapusan karena sebab lain, yaitu sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hHang karena

kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure)

(3). Diisi Kode Barang yang reneana penghapusan sesuai data di inventaris barang.

(4). Diisi Nomor Register barang yang direneanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang.

(5). Diisi SpesifIkasi atau lokasi barang yang direncanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang.

(6). Diisi tahun perolehan barang yang direneanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang.

(7). Diisi Harga Perolehan barang yang direneanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang.

(8). Diisi nilai akumulasi penyusutan barang yang direneanakan penghapusan sesuai data di inventaris barang, (n-l = nilai satu tahun sebelum tahun pelaporan ).

(9). Diisi nilai buku barang yang rene ana penghapusan sesuai data di inventaris barang (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan).

(10). Diisi Kondisi Barang yang reneana penghapusan sesuai data di inventaris barang,jika Baik maka (B).



Nip .. 
2 
1 

No Jab a tan Nama Ttd./Paraf Tan al 

Majalengka, . 
Kepala ....... 
Selaku Pengguna Barang 

Telah di eriksa: 

Kebutuhan Ren can a 
Usulan RKBMD Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Dapat Barang Milik Kebutuban 

Maksirnum Dioptimalkan Dae rah Pengadaan BMD Cara No Yang Disetujuin pemenuhan Ket. 

Program/ Kegiatan/ Output Kode Nam a Jumlah Satuan Jumlah Satuan Kode Nam a Jumlah Satuan JumJah Satuan Jumlah Satuan Barang Barang Barang Barang (7-l l) 
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

A Program ..... 
1) Kegiatan ..... 

a. Output ..... 

2) Kegiatan ..... 
a. Output. .... 

B Program ..... 
1) Kegiatan ..... 

a. Output.. ... 

2) Dst. ................... 

JAWABARAT 
MAJALENGKA 

PROVINS I 
KABUPATEN 

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
BADAN/ DINAS/ KECAMA TANI KANTOR/ BA GIAN . 

TAHUN ....... 

F. FORMAT HASIL PENELAAHAN REN CANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD 
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F. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR! BAGIAN .

TAHUN .

PROVINSI
KABUPATEN

JAWABARAT
MAJALENGKA

Kebutuhan Rencana

Usulan RKBMD
Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Dapat Barang Milik Kebutuhan
Maksimum Dioptimalkan Daerah Pengadaan BMD CaraNo Yang Disetujuin pemenuhan Ket.

Program! Kegiatan/ Output Kode Nama
Jumlah Satuan Jumlah Satuan

Kode Nama Jumlah Satuan Jumlah
Satuan Jumlah SatuanBarang Barang Barang Barang (7-11)

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (Il) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

A Program .....
1) Kegiatan .....

a. Output.. ...

2) Kegiatan .....
a. Output.. ...

B Program .....
1) Kegiatan .....

a. Output.. ...

2) Dst ....................

Telah di eriksa:
No Nama

1 .
2 .

Jabatan
Pe' abat Penatausahaan Pen
Pengurus Baran Pen una

Ttd./Paraf Tan al

Majalengka, .
Kepala .
Selaku Pengguna Barang

Nip .



Petunjuk Pengisian : 

(1). Diisi Nomor Urut. 

(2). Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang/ Program/ Kegiatan/ Output berdasarkan rencana kerja SKPD. 

(3). Diisi Kode Barang berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku. 

( 4). Diisi Nama Barang sesuai kode pada kolom (3) berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku. 

(5). Diisi Kuantitas barang. 

(6). Diisi Satuan Barang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2); unit; buah; set dan sebagainya. 

(7). Diisi Jumlah BMD yang seharusnya ada, Misal sesuai jumlah pegawai yang membutuhlan. 

(8). Diisi panjang (m), luas (m2); unit; buah; set dan sebagainya. 

(9). Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(10). Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(11). Diisi Kuantitas barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(12). Diisi Satuan Barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan yaitu: panjang (m), luas (m2); unit; buah; set dan sebagainya. 

(13). Diisi Kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(14). Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(15). Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui. 

(16). Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), Luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(17). Diisi sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembelian. 

(18). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. 

- 27 - - 27-

Petunjuk Pengisian :

(1). Diisi Nomor Urut.

(2). Diisi Nama Kuasa Pengguna Barangj Programj Kegiatanj Output berdasarkan rencana kerja SKPD.

(3). Diisi Kode Barang berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMDyang berlaku.

(4). Diisi Nama Barang sesuai kode pada kolom (3) berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMDyang berlaku.

(5). Diisi Kuantitas barang.

(6). Diisi Satuan Barang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
); unit; buah; set dan sebagainya.

(7). Diisi Jumlah BMDyang seharusnya ada, Misal sesuai jumlah pegawai yang membutuhlan.

(8). Diisi panjang (m), luas (m2
); unit; buah; set dan sebagainya.

(9). Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(10). Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(11). Diisi Kuantitas barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(12). Diisi Satuan Barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan yaitu: panjang (m), luas (m2
); unit; buah; set dan sebagainya.

(13). Diisi Kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(14). Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(15). Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.

(16). Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : panjang (m), Luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya.

(17). Diisi sesuai dengan cara pemenuhanya misalkan sewa atau pembelian.

(18). Diisi keterangan danjatau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.



Nip .. 

e ipe sa: 
No Nama Jabatan Ttd./Paraf Tanzzal 

1 ................. Peiabat Penatausahaan Penzzuna Barang 
2 ................. Pengurus Barang Pengguna 

Majalengka, . 
Kepala ....... 
Selaku Pengguna Barang T lab di rik 

Rencana Kebutuhan 
Barang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pemelibaraan Pemeliharaan BMD Ket. 

No Yans Disetuiui 

Program/ Kegiatan/ Output KodeBarang Nama Jumlah Satuan Status Kondisi Barang Nama Jumlah Satuan Satuan Jumlah Barang Barang B RR RB Pemeliharaan 
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

A Program ..... 
1) Kegiatan ..... 

a. 
Output ..... 

2) Kegiatan ..... 
a. 

Output.. ... 
B Program ..... 

I) Kegiatan ..... 
a. 

Output ..... 
2) Kegiatan ..... 

a. 
Output. .... 

c. Ost. 

: JAWABARAT 
: MAJALENGKA 

PROVINS! 
KABUPATEN 

BASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 
BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR/ BAGIAN . 

TAHlJN . 

G. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD 
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G. FORMAT HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN/ DINAS/ KECAMA TAN/ KANTOR! BAGIAN .

TAHlJN .

PROVINSI
KABUPATEN

JAWABARAT
MAJALENGKA

Rencana Kebutuhan
Sarang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Pemeliharaan SMD Ket.

No Yan~ Disetuiui

Program! Kegiatan/ Output Kode Sarang Nama Jumlah Satuan
Status Kondisi Barang Nama Jumlah Satuan Satuan Jumlah

Barang Barang B RR RB Pemeliharaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

A Program .....
1) Kegiatan .....

a.
Output .....

2) Kegiatan .....
a.

Output.. ...
B Program .....

1) Kegiatan .....
a.

Output .....
2) Kegiatan .....

a.
Output. ....

C. Dst.

Telah di eriksa:
No Nama
1 .
2 .

Ttd./Paraf Tan al

Majalengka, .
Kepala .
Selaku Pengguna Barang

Nip .



651225 198503 1 003 
SUPENA NURBAHAR 

KARNA SOBAHI 

ttd 

BUPATI MAJALENGKA, 

Petunjuk Pengisian: 
(1). Diisi Nomor Urut. 
(2). Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang/ Program/ Kegiatan/ Output berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(3). Diisi Kode Barang berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku. 
( 4). Dilsi Nama Barang sesuai kode pada kolom (3) berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMD yang berlaku. 
(5). Diisi Kuantitas barang. 
(6). Diisi Satuan Barang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2); unit; buah; set dan sebagainya. 
(7). Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(8). Diisi Kondisi Ba rang yang dipelihara sesuai data di inventaris barang, jika Baik maka (B). 
(9). Diisi Kondisi Barang yang dipelihara sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Ringan maka (RR). 
(10). Diisi Kondisi Barang yang yang dipelihara sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Berat atau tidak bisa digunakan maka (RB). 
(11). Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan, misalnya rutin, berkala dll. 
(12). Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 
(13). Diisi satuan barang Pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), Luas (m2), unit, buah, set. 
(14). Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara. 
(15). Diisi satuan barang yang disetujui untuk dipelihara. 
(16). Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui. 
(17). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. 
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Petunjuk Pengisian :
(1). Diisi Nomor Urut.
(2). Diisi Nama Kuasa Pengguna Barang/ Program/ Kegiatan/ Output berdasarkan rencana kerja SKPD.
(3). Diisi Kode Barang berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMDyang berlaku.
(4). Diisi Nama Barang sesuai kode pad a kolom (3) berdasarkan ketentuan penggolongan & kodefikasi BMDyang berlaku.
(5). Diisi Kuantitas barang.
(6). Diisi Satuan Barang sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

); unit; buah; set dan sebagainya.
(7). Diisi status BMDyang pemeliharaannya dapat dibiayai APBDseperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(8). Diisi Kondisi Barang yang dipelihara sesuai data di inventaris barang, jika Baik maka (B).
(9). Diisi Kondisi Barang yang dipelihara sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Ringan maka (RR).
(10). Diisi Kondisi Barang yang yang dipelihara sesuai data di inventaris barang, jika Rusak Berat atau tidak bisa digunakan maka (RB).
(11). Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan, misalnya rutin, berkala dU.
(12). Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
(13). Diisi satuan barang Pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), Luas (m2), unit, buah, set.
(14). Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.
(15). Diisi satuan barang yang disetujui untuk dipelihara.
(16). Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.
(17). Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

~E~ KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003
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